
Bimtek Pengawas Sekolah

FUNGSI dan PERAN

Pengawas Sekolah
DALAM NKRI

oleh: Sri Widodo
Widyaiswara BPSDM Provinsi Jawa Barat



KOMPETENSI  YANG DIBANGUN

Menunjukkan sikap perilaku
Bela Negara01

Mengaktualisasikan nilai-nilai Dasar PNS 
(Pengawas Sekolah) dalam pelaksanaan
tugas jabatannya

03

Mengaktualisasikan kedudukan dan 
peran PNS (Pengawas Sekolah) dalam
kerangka NKRI

02

Menunjukkan penguasaan kompetensi
teknis yang dibutuhkan sesuai bidang
tugas Pengawas Sekolah

04



Sharing

Agak 
Interaktif

(Shaikem)

METODE

(Shaikem)

Kreatif

Menyenangkan

Efektif





Masyarakat

adalah Orang2 yang hidup ber

sama dan menghasilkan kebud

ayaan.

Ciri2nya: Hidup berkelompok , 

Mengalami Perubahan, melahir

kan kebudayaan, berinteraksi, 

terdapat kepemimpinan,

Adanya stratifikasi sosial.

( Prof Dr. Selo Sumardjan)

BERMASYARAKAT

Bangsa

Adalah sekelompok besar 

manusia yang mempunyai 

keinginan keras bersatu, 

mempunyai persamaan 

watak dan hidup bersama 

dalam satu wilayah yang n

yata

(Bung Karno)

NEGARA

adalah suatu daerah territorial 

yang rakyatnya diperintah oleh 

sejumlah pejabat.dan menuntut 

Warga Negaranya taat kepada 

peraturan perundangan2nya, 

melalui penguasaan / control 

monopolistis kekuatan politis 

dari kekuasaan yang sah.

Unsur negara : Penduduk, wilay

ah,Pemerintah dan Pengakuan .

(Prof. Dr Miriam Budihardjo.)

BERBANGSA

BERNEGARA



Darimana didapatkan nilai-nilai 

NKRI ?

Sejarah Terbentuknya 

NKRI
Ada 

Data dan Fakta

Terdapat 

Nilai-nilai



Sejarah Perjuangan Membentuk NKRI Yang 
Berdasarkan Pancasila dan UUDNRI Tahun 1945

BERNEGARA
Proklamasi,
17 AGUSTUS 1945,NKRI.
18-08 UUDNRI thn 1945
oleh PPKI.

BERBANGSA
I.30-04-0205.1926
M.Tabrani – Bhs Melayu→ Bhs Indonesia

II. 28 OKTOBER 1928 Sumpah Pemuda

Konsensus Bersama Keinginan 

Keras, KEHENDAK Untuk Bersatu 

hidup Bersama 

Dalam satu wilayah,

Saling Menghargai dan menghormati 

perbedaan



Super sekali , anda berdua benar,

karena melihat dari sisi masing2.

Perdebatan tidak akan pernah selesai.

Lihatlah persoalan dari semua sisi 

(Hol.Int.Kompr ) Adakan Musyawarah Mufakat

Berapa JUMLAH BALOK?

JELAS ADA

5 BALOK

menurut saya

4 balok, BRO...
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INOVASI PELAYANAN PUBLIK – GLOBAL TREND



2Ease of Doing Business –

World Bank

1 3

Indeks Persepsi Kor

upsi Indonesia

2015

2016

9

0

8

8

Negara
2018

Global Competitiveness Index –

World Economic Forum 

Countries 2016-17 2017-18

Switzerland 1 1

Singapore 2 3

United State

s

3 2

Malaysia 25 23

China 28 27

Indonesia 41 36

Russia 43 38

South Africa 47 61

India 39 40

Brazil 81 80

TANTANGAN REFORMASI BIROKRASI
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Daya saing Indonesia 2019 (50/141) 

Indeks Kreativitas 115/139 (2019)

Indeks Inovasi 85/131 (2020)

PISA (Reading 74/79, mat 73/79, Sains 71/79) di bawah
rata rata negara OECD, dua terbawah di ASEAN





PERSAINGAN 

GLOBAL 
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“

”"Bukan negara kuat yang 

mengalahkan yang lemah

, bukan negara besar yan

g mengalahkan yang kecil

, namun negara yang 

cepat yang akan

mengalahkan negara

yang lambat" 

(Jokowi, 4-5-2017)

Persaingan yang terjadi, antara

lain:

• Memperebutkan investasi

• Memperebutkan pasar

• Memperebutkan wisatawan



Agenda Style

01

02

03

04

Add Contents Title

You can simply impress your audience and add a unique zing. 

Add Contents Title

You can simply impress your audience and add a unique zing. 

Add Contents Title

You can simply impress your audience and add a unique zing. 

Add Contents Title

You can simply impress your audience and add a unique zing. 



Tantangan Bagi SDM Pengelola Pelayanan

Publik Saat Ini

01

02

03

04

SDM dengan talent yang berkualitas

Tim yang Handal

Tantangan SDM yang cenderung lebih loyal pada 

profesi

SDM yang penuh inisiatif dan mampu mencari

solusi untuk setiap tantangan yang muncul.



Inovasi Bagi Dunia Bisnis: Nafas untu

k keberlangsungan usaha.

Pilihannya: Berinovasi atau mati.

Inovasi Bagi Sektor Publik: Nafas untuk 

mendapatkan kepercayaan publik.

Pilihannya: Berinovasi atau kehilangan

kepercayaan publik dan daya saing.

MENGAPA INOVASI?

REVOLUSI IND
USTRY 4.0
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“Pendidikan adalah tempat 

persemaian benih-benih

kebudayaan.”



GAMBARAN UMUM JAWA BARAT

Penduduk 
48.683.861 Jiwa 

Usia Produktif (15-60)
64,70 %
Usia Tua (>60)
8,98 %

Luas Wilayah
3.709.528,44 Ha

18 Kabupaten

9 Kota
627 Kecamatan
645 Kelurahan
5.312 Desa

Balita (0-5)
8,92 %
Usia Muda (6-15)
17,37 %

Laki-Laki: 24.65 juta jiwa

Perempuan : 24.03 juta jiwa





37 Juara, dua, diantaraya terkait 

Pengawas Sekolah:





Ing ngarso sung tulodo, 

Ing madya mangun karso, 

Tut wuri handayani



Kedudukan Pengawas Sekolah

Pasal 4 Permen PAN-RB no.21/2010

(1)Pengawas Sekolah berkedudukan 

sebagai pelaksana teknis fungsional 

di bidang pengawasan akademik dan 

manajerial pada sejumlah satuan 

pendidikan yang ditetapkan. 

(2)Pengawas Sekolah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan 

karier yang hanya dapat diduduki oleh 

Guru yang berstatus sebagai PNS



Peran Pengawas Sekolah

Pengawas sekolah mem
iliki peran menjamin ter

wujudnya tujuan 
pendidikan nasional 
melalui penjaminan 
mutu pembelajaran

dalam bidang 
pengawasan akademik 

dan penjaminan efektifi
tas pengelolaan pendidi

kan dalam bidang 
pengawasan manajerial 

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pendidikan 
bertujuan untuk mengembang
kan potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman 
dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia
, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga 
negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab.



Ing ngarso sung tulodo, 

Ing madya mangun karso, 

Tut wuri handayani

Pasal 55 PP 19 Tahun 2005,  menyatakan “Pengawasan satuan 

pendidikan terdiri atas pemantauan, supervisi, evaluasi, 

pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan. Dan pasal 39 (a

yat 1)  menyebutkan “Dimana pengawasan terhadap pendidikan fo

rmal dilakukan oleh pengawas satuan pendidikan” 



PP 13 Tahun 2015 Pasal 1 (ayat 10)

“ “
Your Text  Here

Contents

Standar Pengelolaan adalah kriteria mengenai

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan

kegiatan pendidikan pada tingkat satuan

pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau

nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas

penyelenggaraan pendidikan.



Pengawasan

Pengawasan adalah suatu proses pemantauan, 

pengukuran, dan juga melakukan perbaikan atas 

pelaksanaan suatu pekerjaan sehingga rencana 

dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan. (Maman Ukas):

Pengawasan merupakan suatu proses 

yang dilakukan oleh pimpinan yang ber

tujuan untuk memastikan dan menjamin 

tugas, tujuan, dan sasaran organisasi 

telah terselenggara dengan baik dan 

telah sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. (LAN-RI)

Pengawasan sebagai proses pengamatan 

daripada pelaksanaan seluruh kegiatan 
organisasi untuk menjamin supaya semua 
pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan 
sesuai dengan rencana yang telah ditentu
kan sebelumnya. (SP Siagian)



Tugas Pokok Pengawas Sekolah

bantuan profesional bertujuan untuk 

meningkatkan komptensi guru di sek.

binaan yang meliputi kompetensi 

pedagogi, kompetensi profesional, 

kompetensi sosial, dan kompetensi 

kepribadian

Pembinaan
kegiatan pengawasan yang 

bertujuan untuk mengetahui apakah 

penyelenggaraan pendidikan telah 

sesuai dengan rencana, program, 

dan/atau Standar Nasional 

Pendidikan 

Pemantauan

melakukan verifikasi 

hasil penilaian kinerja guru yang telah 

dilaksanakan oleh kepala sekolah 

dan/atau oleh guru yang ditunjuk

Penilaian
bertujuan untuk meningkatkan 

kompetensi guru dalam 

pembelajaran 

dan memenuhi tuntutan 

pengembangan karier

Pembimbingan dan pelatihan

Dalam Pengawasan Akademik:



Tugas Pokok Pengawas Sekolah

bantuan profesional kepada kepala 

sekolah yang bertujuan untuk menin

gkatkan kompetensi kepala sekolah 

dalam mengelola satuan pendidikan/

sekolah yang dibuktikan dengan me

ningkatnya kinerja.

Pembinaan

kegiatan pengawasan yang bertujuan 

untuk memantau keterlaksanaan 

penyelenggaraan pendidikan apakah 

telah sesuai dengan rencana, program, 

dan/atau Standar Nasional Pendidikan 

Pemantauan

penilaian kinerja bagi kepala sekolah 

dalam pengelolaan pendidikan pada 

satuan pendidikan 

Penilaian
bertujuan untuk memenuhi tuntutan 

pengetahuan dan keterampilan kepala 

sekolah dan tenaga kependidikan 

dalam mengelola satuan pendidikan 

sehingga delapan standar nasional 

pendidikan dapat dilaksanakan dan 

dipenuhi

Pembimbingan dan pelatihan

Dalam Pengawasan Manajerial:
fokus manajemen kurikulum dan pembelajaran, kesiswaan, sarana dan prasarana, 
ketenagaan, keuangan, hubungan sekolah dengan masyarakat, dan layanan khusus



Fungsi Melekat pada Diri Pengawas Sekolah

Fungsi Inspeksi yang melekat pada diri seorang 

pengawas satuan pendidikan (sekolah) 

dimaksudkan, agar pengawas sekolah memiliki 

kemampuan untuk memahami kondisi sekolah 

binaanya secara 

seksama..
Fungsi Bimbingan : upaya pengawas sekolah dalam 

mendorong guru agar mereka mau melakukan perbaikan 

dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Fungsi Pembinaan: upaya pengawas sekolah untuk 

melakukan pembina an terhadap guru/kepala sekolah 

binaan yang menyimpang dari ketentuan.

Fungsi penelitian; upaya yang dilakukan oleh 

pengawas sekolah dalam mencari jalan keluar 

terhadap

permasalahan yang telah dideteksi dan dapat 

menyusun program untuk mengatasi permasalahan-

permasalahan pada sekolah binaanya
Fungsi Pelatihan, Seorang pengawas yang 

profesional harus senantiasa siap untuk 

dijadikan narasumber bahkan sekaligus 

referensi hidup bagi warga sekolah.

Fungsi penilaian, Seorang pengawas sekolah 

harus melakukan pengukuran terhadap hasil 

kerjanya



peran pengawas sekolah

Pengawas Sekolah menjalankan tugas pokok mengemban kebijakan-kebijakan 

yang sesuai kewenangannya

PELAKSANA KEBIJAKAN PUBLIK BIDANG PENDIDIKAN

Pengawas sekolah menjalankan sebagaian tugas pem

erintah yang bergubungan dengan pelayanan publik di 

bidang pendidikan.

PELAYAN PUBLIK

Pengawas sekolah memiliki peran menjamin terwujudnya tujuan 
pendidikan nasional melalui penjaminan mutu pembelajaran dalam bidang 

pengawasan akademik dan penjaminan efektifitas pengelolaan pendidikan dalam 
bidang pengawasan manajerial 

Pelayan publik wajib berpedoman pada nilai-nilai dasar 

Etika Publik



Setia dan mempertahankan 

Undang-Undang Dasar 

Negara

Kesatuan Republik 

Indonesia 1945.

2. SETIA

Membuat keputusan 

berdasarkan prinsip kead

lian.

4. Bersikap ADIL

Memegang teguh nilai-nilai 

dalam ideologi Negara

Pancasila.

1. TEGUH

Menjalankan tugas secara 

profesional dan tidak 

berpihak

3. Bersikap PROFESIONA

L Menciptakan lingkungan 

kerja yang non diskriminatif.

5. TIDAK DISKRIMINATIF

Nilai-Nilai Dasar Etika Publik



Mempertanggungjawabkan 

tindakan dan kinerjanya 

kepada

publik.

7. AKUNTABEL

layanan kepada publik seca

ra jujur, tanggap,

cepat, tepat, akurat, berday

a guna, berhasil guna, dan 

santun.

9. LAYANAN PRIMA

Memelihara dan menjunjung 

tinggi standar etika luhur.

6. KOMITMEN

Memiliki kemampuan dalam 

melaksanakan kebijakan 

dan program pemerintah

8. KOMPETEN

Mengutamakan 

kepemimpinan berkualitas 

tinggi.

10. BERMUTU

Nilai-Nilai Dasar Etika Publik



. Menghargai komunikasi, 

konsultasi, dan kerjasama.

12. KERJASAMA

Mendorong kesetaraan dal

am pekerjaan.

14. SETARA

Mengutamakan 

kepemimpinan berkualitas 

tinggi.

11. MANAJERIAL

Mengutamakan pencapaian 

hasil dan mendorong kinerj

a

pegawai.

13. HASIL GUNA

Meningkatkan efektivitas 

sistem pemerintahan yang

demokratis sebagai 

perangkat sistem karir.

15. EFEKTIF

Nilai-Nilai Dasar Etika Publik



Etika Publik

Azas etika publik mensyaratkan agar setiap 

bentuk kekuasaan pejabat dibatasi dengan 

norma etika maupun norma hukum.

Etika publik juga mengharuskan agar setiap 

kekuasaan dipergunakan dengan tanggung 

jawab sesuai dengan lingkupnya masing-

masing.

Good

Tujuannya: Tidak terjadi penyalahgunaan ke

kuasaan/kewenangan, artinya:

kekuasaan, rumusan kebijakan yang dibuat 

dan cara melaksanakan pelayanan publik 

yang dilakukannya dilandasi dengan nilai-

nilai kebenaran, pengabdian yang tulus kepa

da masyarakat, komitmen kepada kesejahter

aan warga, serta kaidah-kaidah etis lainnya.



Kode Etika Pengawas Sekolah
Bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab dari dalam tugasnya sebagai pengawas sekolah

Dalam melaksanakan tugas senantia

sa berlandaskan iman dan taqwa, 

serta mengikuti perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi

Merasa bangga mengemban tugas 

sebagai pengawas sekolah

Memiliki pengabdian yang tinggi 

dalam menekuni tugas sebagai 

pengawas sekolah

Bekerja dengan penuh rasa 

tanggung jawab dari dalam 

tugasnya sebagai pengawas sekolah

Menjaga citra dan nama baik selaku 

pembina

Disiplin yang tinggi dalam melaksa

nakan tugas profesi sebagai penga

was sekolah

01

02

03

04

05

06



Kode Etika Pengawas Sekolah

Mampu menampilkan keberadaanya 

sebagai aparat dan tokoh yang 

diteladani

Sigap dan terampil untuk menang

gapi dan membantu memecahkan 

masalah-masalah yang dihadapi 

aparat binaannya

Memiliki rasa kesetiakawanan sosial 

yang tinggi, baik terhadap aparat bina

an maupun terhadap sesama penga

was sekolah

07

08

09



Implikasi Kode Etik dalam Pelayanan Publik

• Kode Etik sekedar merupaka

n pedoman bertindak yang sif

atnya eksplisit.

• Pelaksanaannya dalam perila

ku nyata, tergantung kepada 

niat baik dan sentuhan moral 

yang ada dalam diri para peg

awai atau pejabat sendiri.

Paham idealisme etik mengatakan bahwa 
pada dasarnya setiap manusia adalah baik 
dan suka hal-hal yang baik. 

Ayoo bertindak.... Mari
iii bergerak ....



No.
Kegiatan Pelaksanaan Tugas di 

Tempat Kerja

Nilai - Nilai Etika Publik

(penerapan dalam tugas)

1.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TUGAS INDIVIDU

Silakan identifikasi Nialai-nilai Etika Publik yang diterapkan dalam pelaksanaan Tugas

di tempat kerja



1. menyusun program pengawasan;

2. melaksanakan pembinaan Guru dan/atau kepala sekolah;

3. memantau pelaksanaan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulu

san, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, s

tandar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan;

4. melaksanakan penilaian kinerja Guru dan/atau kepala sekolah;

5. melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah 

binaan;

6. menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan/ata

u kepala sekolah di KKG/MGMP/MGP dan/atau KKKS/MKKS dan sejenisnya; 

7. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan/atau kepala 

sekolah;

8. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan kepala sekolah dalam menyus

un program sekolah, rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan se

kolah, dan sistem informasi dan manajemen;

9. mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan/atau 

kepala sekolah; dan

10. membimbing pengawas sekolah muda dalam melaksanakan tugas pokok.

Rincian KegiatanPengawas Madya  (Permen PAN-RB no.21/2010 pasal 14)



1. menyusun program pengawasan;

2. melaksanakan pembinaan Guru dan kepala sekolah;

3. memantau pelaksanaan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standa

r pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, 

standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan;

4. melaksanakan penilaian kinerja Guru dan kepala sekolah;

5. melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan;

6. mengevaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan tingkat kabupaten/kota atau pro

vinsi;

7. menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan kepala sekolah d

i KKG/MGMP/MGP dan/atau KKKS/MKKS dan sejenisnya; 

8. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan kepala sekolah;

9. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan kepala sekolah dalam menyusun program 

sekolah, rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan sistem inf

ormasi dan manajemen;

10. mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan kepala sekolah;

11. membimbing pengawas sekolah muda dan pengawas sekolah madya dalam melaksan

akan tugas pokok; dan

12. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan kepala sekolah dala

m pelaksanaan penelitian tindakan.

Rincian KegiatanPengawas Utama



Akademik dan Manajerial

Isu/Temuan Masalah Pengawasan

Hasil PKKS rendah 

rendah

Kemampuan IT Guru

rendah

Metodologi Pembelajaran 

monoton

Motivasi berprestasi 

guru sangat rendah 

Nilai Akreditasi Sekolah 

rendah

Jumlah guru tidak 

proporsional

PPDB tidak adil

Penyimpangan penggunaan 

dana BOS/BPMU



Hogue (1994) : tiga tingkat kolaborasi terkelola

koordinasi/kemitraan, koalisi, dan kolaborasi
masing-masing jenis kolaborasi ini membutuhkan:

1. Pendirian Lembaga Tata Kelola dengan Kepemimpinan yang Diakui.

2. Pengembangan Strategi dan Rencana Bersama.

3. Identifikasi Peran dan Tanggung Jawab.

4. Perjanjian Formal.

5. Pengambilan Keputusan Inklusif.

6. Komunikasi yang Efektif

7. Pemantauan dan pelaporan yang rutin



 

Tingkat 

Kolaborasi 

 

Maksud 

 

Struktur 

 

Proses 

Jejaring : - Dialog & 

pemahamanbersama 

- Clearinghouse 

untuk dukungan 

basis informasi 

 

- Non- hierarkis  

- Tautan longgar / 

fleksibel.  

- Peran didefinisikan 

dengan longgar 

- Komunikasi adalah 

penghubung utama di 

antara anggota. 

 

- Kepemimpinan kunci 

rendah. 

- Pengambilan 

keputusan minimal. 

- Konflik kecil dan 

- Komunikasi informal 

 

Kooperasi 

atau Aliansi 

Menyesuaikan 

kebutuhan dan  

koordinasi untuk 

membatasi duplikasi 

layanan untuk 

memastikan tugas 

selesai dilaksanakan 

 

- Terpusat pada orang 

sebagai penghubung 

komunikasi. 

- Tautan semi formal. 

- Peran didefinisikan. 

- Tautan bersifat 

memberi nasihat. 

- Sedikit atau tidak ada 

sumber keuangan 

baru 

 

- Pemimpin fasilitatif. 

- Pengambilan keputusan 

yang rumit. 

- Beberapa konflik. 

- Komunikasi formal 

dengan terpusat pada 

kelompok 

 

Koordinasi 

atau 

Kemitraan 

- Berbagi sumber 

daya untuk 

mengatasi masalah 

umum. 

- Menggabungkan 

basis sumber daya 

untuk membuat 

sesuatu yg baru 

 

- Terpusat pada orang 

yang terdiri dari 

pembuat keputusan. 

- Peran2 ditentukan. 

- Tautan2 diformalkan. 

- Kelompokmengungkit/ 

mengumpulkan uang/ 

sumberdaya 

 

- Kepemimpinan 

bersifat otonom tetapi 

fokus pada isu. 

- Pengambilankeputusan 

di pusat dankelompok 

di pusat dan di 

subkelompok. 

- Komunikasi sering dan 

jelas 

 

Koalisi - Membagikan ide-

ide dan bermaksus 

untuk menarik 

sumber daya dari 

sistem yang ada. 

- Mengembangkan 

komitmen  minimal 

3 thn 

- Semua anggotaterlibat 

dlm pengambilan 

keputusan 

- Peran dan waktu 

ditentukan 

- Tautan secara formal 

dengan perjanjian 

tertulis. 

- Grupmengembangkan 

sumber daya baru dan 

anggaran bersama 

- Kepemimpinan 

bersama. 

- Pengambilankeputusan 

formal dengan semua 

anggota. 

- Komunikasi adalah hal 

biasa & diprioritaskan 

 

Kolaborasi Menyelesaikan visi 

dan dampak bersama 

tolok ukur 

Membangun sistem 

yang saling 

- Konsensus digunakan 

dalam membuat 

keputusan bersama. 

- Peran, waktu dan 

evaluasidiformalkan. 

- TingktKepemimpinan 

tinggi, tingkat 

kepercayaan tinggi, 

    produktivitas tinggi 

- Ide dan keputusan 

dibagi secara merata 



 

Tingkat 

Kolaborasi 

 

Maksud 

 

Struktur 

 

Proses 

Jejaring : - Dialog & 

pemahamanbersama 

- Clearinghouse 

untuk dukungan 

basis informasi 

 

- Non- hierarkis  

- Tautan longgar / 

fleksibel.  

- Peran didefinisikan 

dengan longgar 

- Komunikasi adalah 

penghubung utama di 

antara anggota. 

 

- Kepemimpinan kunci 

rendah. 

- Pengambilan 

keputusan minimal. 

- Konflik kecil dan 

- Komunikasi informal 

 

Kooperasi 

atau Aliansi 

Menyesuaikan 

kebutuhan dan  

koordinasi untuk 

membatasi duplikasi 

layanan untuk 

memastikan tugas 

selesai dilaksanakan 

 

- Terpusat pada orang 

sebagai penghubung 

komunikasi. 

- Tautan semi formal. 

- Peran didefinisikan. 

- Tautan bersifat 

memberi nasihat. 

- Sedikit atau tidak ada 

sumber keuangan 

baru 

 

- Pemimpin fasilitatif. 

- Pengambilan keputusan 

yang rumit. 

- Beberapa konflik. 

- Komunikasi formal 

dengan terpusat pada 

kelompok 

 

Koordinasi 

atau 

Kemitraan 

- Berbagi sumber 

daya untuk 

mengatasi masalah 

umum. 

- Menggabungkan 

basis sumber daya 

untuk membuat 

sesuatu yg baru 

 

- Terpusat pada orang 

yang terdiri dari 

pembuat keputusan. 

- Peran2 ditentukan. 

- Tautan2 diformalkan. 

- Kelompokmengungkit/ 

mengumpulkan uang/ 

sumberdaya 

 

- Kepemimpinan 

bersifat otonom tetapi 

fokus pada isu. 

- Pengambilankeputusan 

di pusat dankelompok 

di pusat dan di 

subkelompok. 

- Komunikasi sering dan 

jelas 

 

Koalisi - Membagikan ide-

ide dan bermaksus 

untuk menarik 

sumber daya dari 

sistem yang ada. 

- Mengembangkan 

komitmen  minimal 

3 thn 

- Semua anggotaterlibat 

dlm pengambilan 

keputusan 

- Peran dan waktu 

ditentukan 

- Tautan secara formal 

dengan perjanjian 

tertulis. 

- Grupmengembangkan 

sumber daya baru dan 

anggaran bersama 

- Kepemimpinan 

bersama. 

- Pengambilankeputusan 

formal dengan semua 

anggota. 

- Komunikasi adalah hal 

biasa & diprioritaskan 

 

Kolaborasi Menyelesaikan visi 

dan dampak bersama 

tolok ukur 

Membangun sistem 

yang saling 

- Konsensus digunakan 

dalam membuat 

keputusan bersama. 

- Peran, waktu dan 

evaluasidiformalkan. 

- TingktKepemimpinan 

tinggi, tingkat 

kepercayaan tinggi, 

    produktivitas tinggi 

- Ide dan keputusan 

dibagi secara merata 



* Dasar interaksi adalah komitmen diri secara sukarela

oleh setiap organisasi, hasilnya adalah serangkaian

proses yang sangat kompleks yang membutuhkan

keterampilan kepemimpinan yang berbeda, dan

dukungan yang signifikan.



KEUNTUNGAN & BIAYA KOLABORASI

• Alasan Individu dan organisasi berkolaborasi : ada hal yang hanya dapat mereka

• capai jika bekerja sama. 

• Politisi dan manajer publik : menawarkan biaya yang lebih rendah dan dampak yang 

lebih besar dalam skala ekonomi

• Kolaborasi dapat mempercepat adopsi teknologi baru, karena institusi dapat dengan

cepat belajar dari pengalaman orang lain. 

• Kolaborasi memungkinkan organisasi dengan kekuatan yang sangat berbeda,  saling
melengkapi untuk mencapai hasil yang tidak dapat dicapai oleh salah satu organisasi, 
melalui penerapan gabungan sumber daya.

• Kegagalan berkolaborasi secara efektif berarti kehilangan peluang dengan biaya
yang sangat tinggi bagi organisasi.



Terima kasih


